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Digitalisasi Sistem  Informasi Partai  Politik ( Sipol ) pada 

Tahapan Verifikasi Pencalonan Partai Politik untuk 

Pemilu Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) 

Kabupaten Jember  

Hesti Dwi Astutik1, Ria Angin2  
1 Universitas Muhammadiyah Jember 1; hestidwiastt17@gmail.com 
2 Universitas Muhammadiyah Jember 2; ria.angin@unmuhjember.ac.id 

Abstrak: Salah satu tugas KPU adalah melakukan verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan menetapkan partai politik 

sebagai peserta pemilu. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan melalui  pemanfaatan Sistem Informasi Partai politik (Sipol) 

yang merupakan salah satu inovasi untuk meningkatkan kinerja KPU sehingga bisa lebih efektif. Berkaitan dengan hal 

tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang digitalisasi sistem informasi partai politik pada 

tahapan verifikasi pencalonan partai politik sebagai peserta pemilu tahun 2024 di KPU Kabupaten Jember. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: pertama, kualitas sistem  belum baik yang ditandai dengan masih belum adanya 

jaminan data bisa masuk secara serentak dalam waktu yang bersamaan. Kedua, kualitas informasi yang diberikan oleh 

KPU Kabupaten terhadap partai politik cukup baik,  akan tetapi pada saat pengumpulan data informasi yang diterima 

oleh KPU Kabupaten Jember dari partai politik baru kurang akurat. Ketiga, kualitas pelayanan  KPU Kabupaten Jember 

terhadap proses pencalonan partai politik cukup baik  mulai dari awal pendaftaran, verifikasi hingga penetapan partai 

politik yang bisa lolos pada pemilihan umum tahun 2024. 

Keywords: Sistem Informasi Partai politik (SIPOL), Verifikasi, Partai politik 

Abstract: One of the KPU's tasks is to carry out administrative verification, 

factual verification and determine political parties as election participants. The 

implementation of this task is carried out through the use of the Political Party 

Information System (Sipol), which is one of the innovations to improve the KPU's 

performance so that it can be more effective. In this regard, the aim of this research 

is to provide an overview of the digitalization of political party information systems 

at the verification stage of political party candidacy as participants in the 2024 

election at the Jember Regency KPU. This research uses a qualitative descriptive 

method by collecting data through observation, interviews and documentation. 

The research results show that: first, the quality of the system is not good, which 

is indicated by the fact that there is still no guarantee that data can be entered 

simultaneously at the same time. Second, the quality of information provided by 

the Regency KPU to political parties is quite good, however during data collection 

the information received by the Jember Regency KPU from new political parties is 

less accurate. Third, the quality of the Jember Regency KPU's service to the 

political party nomination process is quite good, starting from initial registration, 

verification to determining political parties that can qualify for the 2024 general 

election. 

Keywords: Political Party Information System (SIPOL), Verification, Political parties 
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Pendahuluan 

Sistem demokrasi di Indonesia menempatkan kedaulatan berada pada tangan rakyat. 

sementara itu kegiatan pemilihan yang dilakukan secara umum adalah tempat sebagai 

perwujudan kedaulatan oleh rakyat (Deepu, 2021). Perwujudan kedaulatan rakyat tersebut 

dilakukan melalui pemilihan calon presiden dan wakilnya serta wakil rakyat lainnya oleh 

partai politik peserta pemilu yang akan duduk pada dalam lembaga perwakilan rakyat. 

Partai politik ini wajib memenuhi syarat sebagai peserta pemilu serta baru dapat 

mengusulkan calon presiden dan wakil presiden setelah memperoleh kursi (wakil) di 

Dewan Perwakilan Rakyat republic Indonesia berdasarkan hasil pemilu sebelumnya, 

sistem demokrasi Indonesia bergantung pada partisipan terhadap politik (Gebre-Mariam, 

2019).  

Partai dalam politik yaitu peserta pemilu yang ikut berpartisipasi pada pemilihan 

dilakukan secara umum dengan berdasar pada  ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 

2017 tentang kegiatan Pemilihan yang dilakukan secara umum. Undang-undang ini 

memberikan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga untuk 

mengadakan kegiatan pemilihan yang dilakukan secara umum. Selaku pihak 

penyelenggara kegiatan perihal pemilu salah satu tugasnya adalah melakukan kegiatan 

verifikasi terkait hal administrasi dan verifikasi secara nyata dan benar serta  menetapkan 

partai dalam kegiatan politik menjadi peserta dalam hal pemilu (Karakozov, 2019). 

Demikian dengan hal tersebut KPU memiliki sebuah peran serta tanggung jawab yang jelas 

dan sangat penting untuk menciptakan demokrasi dan  kedaulatan rakyat di Indonesia. 

Dalam penyelenggaraan pemilu dilakasankan secara langsung, bebas, jujur, rahasia, umum, 

dan adil. tetapi juga wajib mematuhi prinsip-prinsip penyelenggara pemilu dilaksanakan 

secara efisien, mandiri, efektif, jujur, professional, adil, akuntabel, terbuka, tertib, dan 

berkepastian hukum (Vertakova, 2019).  

Tataran teknis penyelenggaraan pemilu serta kegiatan verifikasi terkait syarat pada partai 

dalam politik sebagai peserta di kegiatan pemilu yang meliputi sebuah penelitian yang 

secara nyata juga teradministrasi. Hal ini guna memeriksa keabsahan data persyaratan 

peserta pemilu sangatlah rumit. Verifikasi tidak hanya memeriksa kelengkapan serta 

keabsahan perihal sebuah dokumen dalam syarat pada partai dalam politik, tetapi juga 

memverifikasi dugaan keanggotaan ganda partai politik serta keanggotaan yang tidak 

memenuhi syarat (Alazzam, 2023). Oleh sebab itu, verifikasi wajib dilakukan secara cermat 

dan akurat untuk memastikan bahwa didalam partai dalam kegiatan politik aka nada yang 

tertetapkan sebagai para peserta-peserta dalam hal pemilu benar-benar memenuhi 

persyaratan sebagai peserta pemilu. Verifikasi dilakukan secara manual tanpa 

menggunakan alat bantu, untuk mencapai kecermatan dan keakuratan akan menjadi 

tantangan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya data serta dokumen yang harus diverifikasi 

(Asshiddiqie, 2006). 

Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tahapan verifikasi tidak efektif  jika dilakukan 

secara manual, mengingat jumlah partai politik yang wajib  di verifikasi cukup banyak. 
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Berkaitan dengan hal tersebut pemanfaatan teknologi informasi, yaitu pensisteman terkait 

informasi dalam Partai pada  politik atau lebih dikenal dengan Sisitem Informasi Partai 

Politik (SIPOL) adalah suatu bentuk inovasi sehingga pelaksanaannya mampu lebih efktif. 

Sipol ini merupakan suatu persisteman yang memiliki wujud fungsi untuk alat yang bisa 

membantu KPU untuk penyelenggaraan verifikasi sehingga pemilu dapat dilaksanakan 

secara adil, transparan, akuntabel, efektif, dan  efisien (Simoes, 2023). 

Pemilu serentak 2024 akan menghadapi kompleksitas teknis penyelenggaraan dan cakupan 

wilayah yang luas (Anan’ina, 2021). Pemilu Presiden dan Wakilnya, Anggota DPRD, DPD, 

DPR pada tingkat Provinsi, Kabupaten juga Kota yang akan terlaksana pada tanggal 14 

Februari 2024.  Pada tahapan Pemilu 2024, tahapan kegiatan untuk mendaftar partai politik 

juga terhadap bakal calon pada para peserta kegiatan pemilu adalah sebuah tahap yang 

dilakukan pertama dalam rangkaian teknis penyelenggaraan pemilu sesuai dengan 

Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang sebuah Tahapan, dalam perjadwalan kegiatan 

Pemilihan Umum Tahun 2024. Lalu pada pendaftaran untuk partai dalam politik untuk 

menjadi peserta pemilihan umum 2024 di Indonesia telah dilakukan sejak bulan Agustus 

2022 yang selanjutnya diproses untuk  memverifikasi perihal sebuah penadministrasian 

juga verifikasi secara fakta yang berlangsung sejak September sampai dengan bulan 

Desember 2022 (Kominfo, 2022). 

Berkaitan dengan tahapan  verifikasi administrasi KPU melaksanakan kegiatan penelitian 

kesesuaian antara dokumen soft file dan  hard copy yang telah diserahkan partai politik 

kepada KPU (Iriyadi, 2023). Kelengkapan dan  keabsahan dokumen yang telah diserahkan  

tersebut dilakukan untuk memenuhi syarat partai dalam politik sebagai keterlinatan 

menjadi peserta dalam hal ini. Persyaratan yang diserahkan kepada KPU saat verifikasi 

administrasi meliputi kepengurusan, kantor tetap, AD/ART serta dokumen persyaratan 

lainnya dilakukan oleh KPU, setelah itu tahapan verifikasi administrasi selanjutnya 

berkaitan memakai tanda sebuah anggota dalam partai politik yang akan dilaksanakan oleh 

KPU kota maupun kabupaten, apabila ternyata pada saat dokumen tersebut masih belum 

memenuhi persyaratan di waktu penelitian yang dilakukan KPU maka palrtai politik harus 

melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan sesuai dengan ketentuan yang diberikan 

oleh KPU. apabila partai politik telah melaksanakan perbaikan maka status partai tersebut 

memenuhi persyaratan dan  bisa berlanjut pada tahapan verifikasi faktual (Goryunova, 

2020). 

Berkaitan dengan tahapan verifikasi faktual tugas KPU pada tahapan tersebut adalah 

melakukan penelitian serta memverifikasi keabsahan dokumen yang dipersyaratkan 

dengan objek lapangan (Yordanova, 2022). Pengecekan fakta pengurus dikerjakan dengan 

data ke semua kantor pada partai politik pada ditingkat pusat,  provinsi serta kota maupun 

kabupaten untuk menyatakan keberadaan pihak ketua lalu bendahara dan juga sekretaris 

yang tercantum dalam  Surat Keputusan (SK)  yang mengatur partai politik pada seluruh 

tingkatan, dengan melampirkan dokumen KTA serta e-KTP atau KK. Secara bersamaan, 

pengecekan fakta keangotaan partai dilakukan dengan datang kediaman para anggota 

partai secara satu satu untuk bertemu yang dijadikan sampel serta mencocokkan kebenaran 

dan  keberlakuan data yang telah di input melalui Sipol dengan kepesertaan partai pada 
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KTA dan e-KTP atau KK (Tamrat, 2022). Pengambilan sampel serta pengecekan fakta 

keanggotaan dilakukan dengan melihat besaran sampel yang  ditetapkan sang KPU pusat 

selanjutnya akan dikirimkan kepada Komisi Pemilihan Umum tingkat kota maupun 

Kabupaten sebagai bentuk verifikasi secara nyata. 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dengan basis sistem guna terwujud dan 

terselenggaranya sebuah tahap dalam pencalonan yang dilakukan secara berkualitas juga 

secara demokratis dan sesuai prosedur yang ada sebagai perwujudan yang berintegritas 

dalam hal terselenggaranya kegiatan pemilu (Vovchenko, 2018).  KPU Kabupaten Jember 

berupaya pada proses tahapan verifikasi untuk  berkerja secara maksimal dan partai dalam 

kegiatan  berpolitik yang telah mencalonkan diri sebagai peserta pemilu. Seluruh partai 

politik diharapkan memenuhi persyaratan keanggotaan dan tenggat waktu yang 

ditetapkan serta mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh KPU. Beberapa  partai politik 

baru yang akan mengikuti Pemilu 2024 bersaing untuk bisa masuk dalam nama anggota 

partainya ke dalam sebuah aplikasi yang ada dalam SIPOL tersebut (Baydar, 2019). Namun 

pada tahapan pengverifikasian terdapat partai politik yang harus di teliti kembali lokasi 

keberadaannya untuk memastikan kebenaran keanggotaan dan kepengurusan partai 

politik tersebut. 

Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 55/PUU-XVIII/2020  

menyatakan hanya Partai politik non-Parlemen dan Parpol baru yang akan dilakukan 

verikasi faktual. Pada pemilu 2024 di Kabupaten Jember terdapat 9 partai yang akan 

diverifikasi faktual, yaitu Partai Kebangkitan Nasional (PKN), Partai Garuda, Partai 

Hanura, Partai Ummat, Partai Bulan Bintang (PBB), partai buruh, PSI, Perindo dan Partai 

Gelombang Rakyat.  

Beberapa penelitian terdahulu salah satunya yang dikemukakan oleh (Manao & Purba, 2022) 

yang berjudul “Transparansi Partai Politik dalam Rekrutmen Keanggotaan dan 

Implementasi Verifikasi Faktual dengan Sistem Sampel bag Mayarakat” memiliki 

perbedaan fokus penelitian dengan dari segi penelitian yang memfokuskan pada ketertiban 

administrasi duplikasi data sedangkan pada penelitian ini berfokus pada proses digitalisasi 

verifikasi faktual terhadadap Parpol (Delgosha, 2021). Maka dari itu penelitian ini juga 

tertarik dalam perihal untuk mengangkat topik tentang digitalisasi sistem dalam 

penginformasian terkait sebuah partai dalam politik dalam tahapan pengverifikasian 

pencalonan partai politik sebagai peserta pemilu pada tahun 2024 di KPU Kabupaten 

Jember dengan tujuan penelitian untuk memberikan gambaran tentang Digitalisasi sistem 

penginformasian dalam sebuah partai politik pada tahapan pengverifikasian pencalonan 

partai dalam politik sebagai peserta pemilu tahun 2024 di KPU Kabupaten Jember. 

Metode 

Penelitian dengan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, yaitu penelitian yang 

berusaha menggambarkan secara jelas tentang digitalisasi pensisteman terkait informasi 

pada partai politik dengan tahapan-tahapan pengverifikasian dalam pencalonan pada 

partai politik sebagai peserta pemilu tahun 2024 di KPU Kabupaten Jember. Metode 

penelitian kualitatif yaitu sebuah penelitian yang memahami terkait sebuah fenomena atas 
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rasa pengalaman yang dirasakan oleh subjek penelitian sepertimotivasi, perilaku,Tindakan, 

persepsi, dan lain sebagainya. secara holistik terdapat pendeskripsian pada  bentuk kata 

maupun sebuah bahasa, pada konteks alamiah dengan memanfaatkan sebuah metode 

alamiah (Anggito, 2018). 

Metode deskriptif dapat teratikan sebagai bentuk cara untuk memecahkan permasalahan 

yang dikaji dengan menjabarkan kondisi keadaan subjek atau objek terkait sebuah 

penelitian berupa orang, sebuah lembaga, kondisi masyarakat dan dan lainnya sesuai fakta 

dilapangan. Dengan metode pengumpulan data primer yang diambil langsur dari 

sumbernya, dicatat dan diamati melalui tanya jawab dan data sekunder didapatkan dari 

sumber berita,jurnal, artikel dan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. 

Hasil dan Pembahasan 

Pemilihan umum akan diakui kebenaran datanya jika menerapkan proses-proses atau 

prosedur yang benar selaras dengan yang telah diatur pada peraturan perundangan. 

Dengan mengunakan sistem informasi yang telah disediakan KPU Kabupaten Jember dan 

telah di atur pada Peraturan Komisii Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2022 tentang tahapan 

poengverifikasian (PKPU3/2022 UU7/2017, 2022). Digitalisasi terkait pensisteman sebuah 

informasi partai politik pada tahap pengverifikasian pencalonan partai politik sebagai 

peserta pemilu tahun 2024 di KPU Kabupaten Jember untuk permasalahan tersebut 

penelitian ini menggunakan teori sistem informasi dari (DeLone & McLean, 2003) yang 

mengungkapkan terdapat 3 variabel, yaitu:  

Kualitas Sistem 

Kualitas sistem merupakan kualitas pada kombinasi hadware dan sofware dalam sistem 

informasi dan dapat di ukur dengan kemudahan penggunaan, kecepatan akses,  kendala 

sistem. sistem yang telah disediakan oleh KPU cukuplah mudah dipahami serta fitur-fitur 

yang ada pada sistem tersebut mudah dimengerti partai politik. KPU senantiasa berupaya 

meningkatkan kualitas sistem dan  memfasilitasi bimbingan teknis sebelum diadakan 

pendaftaran saat memasukkan data partai politik. Dalam mencegah terjadinya maintance 

system, banyak partai ppolitik mendaftar pada dini hari karena hal ini dirasa cukup efektif 

ubtuk menghindari gangguan teknis pada sistem SIPOL (Antipov, 2020). 

kualitas sistem informasi partai politik yang telah disediakan oleh KPU cukuplah memadai 

dan dengan adanya sistem tersebut memudahkan partai politik memasukan jumlah 

keanggotaan yang telah ditentukan KPU pada saat sistem informasi partai politik (SIPOL) 

mengalami gangguan teknis  sebagai akibat karena seluruh partai politik menggunakan 

sistem informasi tersebut secara bersamaan (Nesterov, 2020). Namun, terdapat banyak data 

masyarakat yang dimasukkan oleh partai politik sebagai keanggotaan  pada sistem 

informasi partai politik (SIPOL). Hal ini membuat masyarakat resah dan melaporkan 

kepada KPU. Upaya yang dilakukan oleh KPU dalam mengatasi hal tersebut adalah 

memberikan pedoman terkait tata cara penghapusan data yang tercatat dengan cara 

mengisi formulir pernyataan serta melakukan klarifikasi  yang nantinya  setelah formulir 
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surat pernnyataan tersebut telah di isi, maka langkah selanjutnya harus di unggah pada 

sipol tersebut sehingga secara otomatis data masyarakat yang dimasukkan sudah terhapus. 

Kualitas Informasi 

KPU Kabupaten Jember melakukan verifikasi administrasi & faktual. Informasi partai 

politik terkait verifikasi administrasi menyangkut kelengkapan data dan keabsahan 

dokumen partai politik, termasuk di antaranya meliputi keanggotan yang tak memenuhi 

syarat  Adapun verifikasi faktual  menyangkut kebenaran dokumen persyaratan dengan 

objek di lapangan sebagai persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu. Tetapi kualitas 

informasi yang disampaikan KPU sebagai pelaksana verfikasi masih belum sempurna atau 

masih perlu ditingkatkan kualitasnya (Dahlberg, 2019). Hal ini ditandai oleh adanya 

keharusan untuk menunggu arahan dari KPU RI, sehingga KPU Kabupaten Jember tidak 

bisa secepatnya memberikan informasi secara cepat terhadap partai politik yang telah di 

nyatakan lolos sebagai peserta pemilu. Mengatasi hal tersebut KPU Jember dalam 

melaksanakan verifikasi memberikan arahan kepada 13 tim yang tersebar pada beberapa 

kecamatan yang berada di Kabupaten Jember (Schütte, 2022). 

Komunikasi antara partai politik dengan KPU cukup terjalin dengan baik mulai dari awal 

tahapan proses pendaftaran, verifikasi partai politik, penetapan partai politik sebagai 

peserta pemilu sampai  pada tahapan penetapan bakal calon legislatif sehingga informasi 

yang diterima oleh partai politik dapat dikatakan sudah berjalan dengan lancar (Yang, 

2022). Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas informasi yang disediakan oleh KPU 

berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Jember cukup baik. Kualitas 

informasi yang telah disampaikan KPU kepada partai politik terkait informasi penggunaan 

sipol dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini ditandai dengan adanya kemudahan bagi 

setiap partai politik dalam mengakses semua informasi berkaitan tahapan penyelenggaraan 

pemilu mulai dari tahapan pendaftaran, verifikasi dan  penetapan partai politik sebagai 

peserta pemilu di Kabupaten Jember (Mouratiadou, 2023). 

Kualitas Pelayanan 

 Kualitas pelayanan merupakan landasan utama untuk mengetahui kepuasan partai 

terhadap pelayanan yang telah di berikan oleh KPU Kabupaten Jember pada partai politik 

selama proses verifikasi  partai politik sebagai peserta pemilu (Akram, 2023). kualitas 

pelayanan yang telah berikan KPU kepada partai politik dapat dikatakan sudah cukup baik. 

Hal ini ditandai dengan adanya kemudahan bagi setiap partai politik dalam memperoleh 

layanan penyelenggaraan pemilu mulai dari tahapan pendaftaran, verifikasi dan  

penetapan partai politik sebagai peserta pemilu di Kabupaten Jember. Pelayanan yang 

diberikan oleh KPU Jember dilakukan baik secara online maupun offline (Veit, 2023). 

 Verifikasi faktual yang telah di lakukan oleh KPU Kabupaten Jember dilakukan dengan 

sistem pengambilan  sampling menggunakan metode Krejie dan Morgan. Penggunaan 

sistem sampling ini dilakukan karena tidak memungkinkan tahapan verifikasi faktual 

dilakukan pada keseluruhan anggota partai politik yang jumlah cukup banyak.  Berkaitan 

dengan verifikasi faktual yang telah di laksanakan oleh KPU Kabupaten Jember, maka 

adapun hasil informasi terkait verifikasi faktual sebagai berikut: 

1
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Tabel 1 Informasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik 

SAMPLING PROYEKSI 

NAMA 

PARTAI 

JUMLAH 

SAMPLING 

MS TMS MS TMS STATUS 

PERINDO 298 275 23 1226 102 MS 

UMMAT 297 238 59 1043 259 MS 

PSI 293 258 35 1087 148 MS 

PKN 279 74 205 269 744 BMS 

HANURA 281 276 5 1021 18 MS 

GELORA 280 278 2 1029 7 MS 

GARUDA 292 135 157 558 650 BMS 

BURUH 342 85 257 767 2320 BMS 

PBB 296 251 45 1086 195 MS 

Keterangan : 

1. MS      ( Memenuhi syarat ) 

2. TMS    ( Tidak memenuhi syarat ) 

3. BMS    ( Belum memenuhi syarat ) 

(sumber : sipol KPU Kabupaten Jember) 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah partai yang lolos verfikasi faktual 

atau memenuhi syarat karena telah memasukkan jumlah 1000 dukungan keanggotaan  

adalah  (1) Perindo dengan  jumlah sampling 298 yang telah sesuai syarat 275 dan yang 

tidak sesuai per syaratan 23 serta masuk pada proyeksi sesuia syarat 1226 dan yang tidak 

sesuai syarat102 hasil tersebut menunjukkan bahwa partai perindo sesuai syarat verifikasi 

fatual , (2) Partai Ummat jumlah sampling  297 yang telah sesuai syarat 238 dan yang tidak 

sesuai syarat 59 serta masuk pada proyeksi sesuai syarat 1043 tidak selaras dengan syarat 

259  hasil tersebut menunjukkan bahwa Partai Ummat sesuai syarat verifikasi Faktual, (3) 

PSI dengan jumlah sampling 293 yang telah sesuai syarat 258  dan yang tidak selaras dengan 

syarat 35 serta masuk pada proyeksi sesuai syarat 1087 dan tidak selaras denagan syarat 

148 hasil tersebut menunjukkan bahwa PSI sesuai syarat verifikasi faktual , (4) PKN dengan 

jumlah sampling 279 yang telah sesuai syarat 74 dan yang tidak selaras dengan syarat 205 

serta masuk pada proyeksi sesuai syarat 269 dan tidak selaras dengan syarat 744 hasil 

tersebut menunjukkan bahwa PKN tidak memenuhi syarat,(5) Hanura dengan jumlah 

sampling 281 yang sesuaii syarat 276 dan tidak selaras syarat 5 serta masuk pada proyeksi 

selaras dengan syarat 1021 dan tidak sesuai syarat 18 hasil tersebut menunjukkan Hanura 

memenuhi syarat,(6) Gelora dengan jumlah sampling 280 yang sesuai syarat 278 dan tidak 

selatras dengan syarat 2 serta masuk pada proyeksi sesuai syarat 1029 dan tidak selaras 

dengan syarat 7 hasil tersebut menunjukan Gelora  sesuai syarat verifikasi faktual, (7) 

Garuda dengan jumlah sampling  292 yang sesuai syarat 135 dan tidak selaras dengan syarat 

1

1

22
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157 serta masuk pada proyeksi memnuhi syarat 558 dan yang tidak sesuai dengan syarat 

650 hasil tersebut menunjukkan bahwa Garuda tidak sesuai syarat, (8)  Buruh dengan 

jumlah sampling 342 yang sesuai syarat 85 dan tidak selaras syarat 257 serta masuk pada 

proyeksi sesuai syarat 767 dan tidak sesuai syarat 2320 hasil tersebut menunjukkan Partai 

Buruh tidak selaras dengan syarat ,(9) PBB dengan jumlah sampling 296 yang sesuai syarat 

251 yang tidak selaras dengan syarat 45 serta masuk pada proyeksi sesuai syarat 1086 dan 

tidak selaras dengan syarat 195 hasil tersebut menunjukkan bahwa PBB sesuai syarat.  

 Dalam Partai politik yang tidak sesuai syarat adalah PKN, Garuda dan 

Buruhv(Chyzhevska, 2021). Partai politik tersebut harus melaksanakan perbaikan dokumen 

verifikasi faktual  dengan cara sebagai berikut : 

(1) Partai politik bakal calon peserta pemilu bisa menyampaikan hasil dokumen sesuai 

syarat yang berlaku perbaikan dalam kepengurusan serta keanggotaan kepada pemilu KPU 

melalui sipol. 

(2) Partai politik mencalonkan  peserta Pemilu menyampaikan dokumen sesuai syarat  

perbaikan dalam pengurus : 

a. kepengurusan dalam sebuah parpol dari tingkat pusat hingga daerah; 

b. pemenuhan paling sedikit sejumlah 30% dapat terwakilkan oleh Wanita 

c. domisili Kantor Tetap ada pada kepengurusan Partai politik dari tingkat pusat hingga 

daerah. 

(3) Partai politik bakal calon peserta Pemilu akan melakukan penyerahan sebuah dokumen 

sebagai syarat perbaikan anggota melalui Sipol sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 

paling sedikit 2 kali jumlah kekurangan (Deepu, 2022). Setelah melaksanakan verifikasi 

faktual perbaikan maka status yang ada partai politik menyampaikan syarta dalam 

perbaikan hasil seluruh  jumlah pengurus dan anggota partai politik bakal calon peserta 

pemilu  kepada Komidi Pemilihan Umum. maka status partai politik tersebut telah 

memenuhi syarat. Adapun  informasi terkait hasil pengverifikasian fakta perbaikan yang 

telah di laksanakan partai poltik sebagai berikut: 

Tabel 2 Informasi Verifikasi Faktual Perbaikan Partai Politik 

SAMPLING PROYEKSI 

NAMA 

PARTASI 

JUMLAH 

SAMPLING 

MS TMS MS TMS STATUS 

PKN 305 253 52 1303 252 MS 

GARUDA 470 235 235 1214 298 MS 

BURUH 342 250 92 2345 832 MS 

(sumber : sipol KPU Kabupaten Jember) 

 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa ketiga partai politik yaitu PKN, GARUDA 

dan BURUH  telah melakukan perbaikan sehingga status partai politik  telah memenuhi 

syarat sehingga partai  politik tersebut bisa mengikuti pemilihan umum tahun 2024. Pada 

prinsipnya Sipol sudah bekerja dengan baik. Tetapi sistem yang dijalankan masih belum 

1
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2

2
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menjamin data bisa masuk secara serentak dalam waktu bersamaan. Sistem berjalan lamban 

dan membutuhkan penanganan/pengaduan dalam bentuk helpdesk yang disediakan oleh 

KPU. Sipol juga tidak bisa mengenali data yang salah atau ganda. Hal ini dikarenakan  

sistem kemananannya masih kurang kuat (Streltsova, 2019). Oleh karena itu Sipol masih 

membutuhkan campur tangan petugas untuk mengenali partai politik yang menggunakan 

data partai lain. Data ganda atau penggunaan data anggota yang salah karena tanpa 

persetujuan hanya dapat dilakukan melalui  konfirmasi pada partai politik yang 

bersangkutan (Lali, 2023). Oleh karena itu penggunaan sistem digital dalam wujud sipol 

yang ditelaah oleh teori De Lone dan MacLean (2003) tidak sepenuhnya bisa membuktikan 

bahwa digitalisasi  proses verifikasi administrasi dan faktual masih membutuhkan peran 

serta sumber daya manusia (SDM) KPU. Sistem informasi digital dalam wujud Sipol tidak 

menjamin data adminsitrasi partai politik yang masuk sesuai dengan kondisi faktual. 

Simpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan dengan digunakannya teknik tanya 

jawab, observasi, serta dokumentasi yang dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Jember 

tentang digitalisasi sistem penginformasian partai politik pada tahapan pengverifikasian 

pada penacalonan partai politk sebagai peserta pemilu tahun 2024 dapat diambil 

kesimpulan : 

1. Kualitas sistem  belum baik yang ditandai dengan masih belum adanya jaminan data 

bisa masuk secara serentak selama durasi waktu yang bersamaan. Hal ini 

dikarenakan oleh sistem jaringan dan kemanan yang masih kurang kuat. 

2. Kualitas informasi yang diberikan oleh KPU Kabupaten terhadap partai politik 

cukup baik,  akan tetapi pada saat pengumpulan data informasi yang diterima oleh 

KPU Kabupaten Jember dari partai politik baru kurang akurat. 

3. Kualitas pelayanan yang selama ini diberikan oleh KPU Kabupaten Jember terhadap 

proses pencalonan partai politik cukup baik mulai dari awal pendaftaran, verifikasi 

hingga penetapan partai politik yang bisa lolos pada pemilihan kegitana serentak 

secara umum tahun 2024. 
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